BUPATI ACEH SINGKIL

OANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI MENDIRIKAN IZ1IN BANGUNAN

BISMILL. AlllRllAll\lANlRR/\R[M
DENGAN RAHMAT ALLAH SU BHANAHU WATA’ALA

BUPATI ACEI SINGKIL,

- a. Bahwa dengan di luapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

Tentang Retribust Dacruh maka Retribusi 1zin Mcendirikan Banvunm

merupakan objek Retribusi Daerah Kabupaten.

b. Bahwa untuk nmksud lersebut diatas perlu ditctapkan dalam Pualuran

Dacrah.

1. Undang  undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

> Undang  undang Nomor. 14 Tahun 1999 Tentang  Pembentukan

Kabupaten Acch Singkal:

3 Undang - undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Dacrah;

4. Undang — undang Nomor. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas

Undang - undang Nomm IS8T lhlll'l 1997 Tentang Pajak Dacrah dan

i

Retribudsi Daerah:

5 Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dacrah

— -



BAB IV

CARAMENGURUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas
koefisien kota, kocfisien bangunan, koefisien tingkat bangunan,
koefisien status bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien guna
bangunan dan kocfisien kelas jalan. ‘ i

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI '

Pasal S5

Prinsip dan sasaran dalam penctapan tanl retribusi 17in Mendirikan
Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama
dengan biaya penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan,

.. BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribust  yang  terhutang  dipungut  diwilayah - Kabupaten  Acch
Singkil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1). Biuaya lzin Mendirikan Bangunan terdirt dan
a. haya formulir dan pendaftaran sebesar Rp.25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah); Ty
b. Biaya sempadan ditctapkan scbesar 1% (satu Persen) dar

nilai bangunan, serendah-rendahnya scbesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

(2). Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i
adalah hastl perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien
kelas jalan, koehisien guna bangunan, koefisien kelas bang,unan
kocfisien tingkat bangunan, kocfisien status bang,unan kocfisien
luas bangunan dengan harga bmg,unan

(3). Besarnya harga standar bangunan ditentukan olch Bupati
Kabupaten Aceh Singkil,

(4). Penetapan koelisien-kocfisien sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal in1 sebagar berikut



BADBR IX
MASA RETRIBUSL SAAT RETRIBUSHPERHUTANG DAN
SURAT PEMBERTTAHUAN TERHIUTANG

Pasal 10

(1). Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang mcrupakan
batas waktu bagt wanb retrnibust untuk mun.mlu.tlkan jasa
retribust dari Pemerintah Dacerah.

(2). Retribusi terhutang terjadi pada  saat dltcrbﬂkanma Suratfﬁ
Tagihan Retribusi. :

(3). Surat Femberitahuan Terhutang terjadi saa dllerm}knmwa Surat
Ketetapan Retribust yang luhuhmb

BAB X
CARA PENETAPAN

Pasal 11

(1). Penctapan retribust berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan’
SKRD,

(2). Dalam hal SPTRD udak dipenuhi oleh Wajb Retribusi
scbagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD sccara Jabatan.

(3). Bentuk dan 1st SKRD scbabalmana d!maksud pada ayat (1)
ditetapkan olch Kcpala Dacrah.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemertksaan ditemukan dm baru dan atau
it vaop el tecungebap yange meayebablan peaambahan puml; tlu

tetihos yang techutang, maka diketuarkan 5T L lll!lhllhlll

BAD XI
CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retnbus daciah vimg ddakokan di Kas Dacrah atau
ditempat lain yang ditunjuk scsuai waktu yang ditentukan
dengan menggunakan SKRD, SKRD secara mbman dan %KRD
tambahan.

(2). Dalam hal pecmbayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
maka hasil pencrimaan retribust harus disctor ke Kas Dacrah
sclambat-lambatnva | x 24 jam atau dalam waktu yang
ditetapkan olch Kepala Dacrah



(3). Apabtla ~pembavaran reteibust dilahukan lewat waktu viny

(1)
L)

(4).

(1).

(3).

ditentukan schagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ml maka
dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga ';L,hc..,sar 2 % (dua
persen) perbulan maksimmal 24 (dua puluh L,mml) bulan dc_n";m}
menerbitkan STRD.

Pasal 14

Pembayaran retribust harus dilakukan sceara tunai/lunas,

chala Dacrah atau Pcjabat yang ditunjuk dapat memberikan
izin kepada Wapib Retribusi untuk mengangsur retribust yang
terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan al.,xsan yang dapat
dlpt,rtdn;_,g_.,un;: jawabkan.

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah; >

Kepala Dacrah atau Pejabat vang ditunjuk dengan mengizinkan
Wapb Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai
batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang  dapat
dipertanggung jawabkan. i

Pasal 15

Pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud dalam’ pasal 16
ayat (1) Qanun int diberikan tanda bukti pembayaran:

Sctiap pcmbavuran dicatat dalam buku penerimaan:

Bentuk, 1s1, kualitas, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku
pcm,rlm..mn,rclrrbum scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

(2) pasal i ditctapkan olch Kepala Dacrah;

BAB Xl
CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Pclaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan sctclah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo Pembayaran dcnganmcm.c,luarkan surat
bayar/penyctoran atau surat lainnya yang sejenis schagat awal
tindakan pelaksanaan.

Dalam j:mglm wakiu 7 (tupuh) hare setelah tanggal  sura
Teguran/Permgatin/Surat Lun yang scjemis, Wagib Retribusi
harus melunasi Retribusi yang terhutang,

Surat teguran/penyvetoran atau  surat  lainnya  scbagaimana
dimaksud dalam avat (1) Pasal ini dikcluarkan olch Pv...]abnl yang
ditunjuk. ' |



(1.

(

(5).

(6).

).

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

Wanb Retribust dapat mengajukan permohonan  pembetulan
SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tuhis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam pencrapan
peraturan perundang-undangan retribust dacrah,

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan
kcnaikan retribusi terhutang dalam hal sanksi terscbut dikenakan
karcna kckhilafan  Wapb  Retribust  atau bukan  karcna
kcsalahannya.

- Wapb Retribust dapat mengajukan permohonan pengurangan

atan pembatalan ketetapan Retribust yang tidak benar. .

- Permohonan pembetulan sebagammana dimaksud dadam avat (1)

pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanks
scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan pembatalan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau yang
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
ditcrimanya SKRD dan STRD dengan membicarakan alasan
yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. |

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) pasal int, dikcluarkan olch Kcpala Dacrah atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan scjak Surat Pcrmohonan
diterima.

Apabila sctelah Icwat 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada
ayat 5 (hma) pasal mi, Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan scjak suml permohonan
diterima.

BAB XIV
KEBERATAN

l’nSnl 18

(1). Wapb Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya

(

L

).

kepada Kepala Daerah atau pejabat yang dllllﬂ_]l.ll\ atas SI\RD-
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan scjak tanggal SKRD diterbitkan kecuah apabila

Wajib Retribust dapat menunjukkan bahwa jangka waktu Ity
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pcngajulm keberatan fidak menunda kewajpiban p(,mbayamn
Retribusi pclflkc.an..mn penagithan retribust,



Pasal 1Y

(D). Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan

sejak  tangeal curet keberatan diterimy harte esprahosilars
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(~). N&putusan  ANepala  Dacran  atas  keberatan  dapat  berupa
mencrima scluruhnya atau sebagian menolak atau menambah
besarnya retribust yang terhutang,

(3). Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini telah lewat dan Kepala Dacrah tidak memberikan suatu
keputusan,  keberatan  yang  diajukan  tersebut  dianggap
dikabulkan. | '

BADB XV ‘ y
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1). Atas kclebihan Pembayaran Retribust Wajb Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dacrah.

(2). Kepala Dacrah dalam jangka waktu 6 (cnam) bulan scjak
ditcrimanya  pcrmohonan  kclebithan  pembayaran  retnibusi
schagaimana  dmaksud  dalam ayat (1) pasal ini,  harus
memberikan keputusan; “

(3). Jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini
telah dilaporkan dan Kepala Dacrah tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran
Retribust  dianggap  dikabulkan, SKRDLB  harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. '

(4). Wanb Retribust mempunyai hutang retribust lamnya, kelebihan
pcmbayaran retribust scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5). Pcnambahan kelebithan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lcwat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dacrah membenkan
imbalan bunga scbesar 2% (dua persen) Perbulan  atas
keterlambatan pembayaran kelebthan pembayaran retribust.

: BAB XVI
PEMBINAAN/PENGAWASAN
Pasal 21

Pembinaan/pengawasan  untuk  pelaksanaan  Peraturan Dacrah  ini
dilakukan olch Bupatr Acch Singkil atau Pejabat vang ditunjuk.



BAB \VI
KADALUARSA

Pasal 22

(1). Hak untuk mclakukan Penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah

(

).

melampaur jangka waktu 3 (tiga)  tahun terhitung sejak
terhutangnya  Retrnibusi,  kecuals apabtla - Wapb  Retribusi
mclakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

Kadaluarsa Pcnaghan Retribust sebagaimana dmwk«‘.ud pada
ayat (1) Pasal ini bertangguh apabila -

a.  Diterbitkan surat teguran;

b. Ada pengakuan hutang retribusi baik ]angqung m'lupun
tidak laanung

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 24

(1). Pejabat Pegawar Negert Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

(

).

(1,

Dacrah  dibert  wewenang khusus  schagar  penyidik  untuk
melakukan Penvidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dacrah
scbagaimana  dimaksud  Penyidikan  dalam  Undang- undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

int adalah : ' |

a. Menerima,  mencari,  mengumpultkan dan meneliti
Keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
gitgane - Helrbusy aerip - dvar Koliran gn das o6
tersebut menjadi lengkap dan ]LLIH _

b. Menchiti,  mencant dan mengumpulkan  Keterangan
mengenat Orang Pribadi atau Badan  Hukum  tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribust Daerah;

c. Mceminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi
atau Badan Hukum schubunban dengan lmdak pldana
dibidang retribusi dacrah; -

d.  Memcenksa buku-buku, catatan-catatan dzm dokumen-
dokumen fam berkenaan dengan tindak pidana dibidang
rctribusi dacrah;

¢. Meclakukan pt.,l'l‘!:,!c,dl.ddhdl] untuk mmdapalk'u‘| barang
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain
scrta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

' Memmnte bhaptpar tenzen 3%h dalast raniks pelakeanaan
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ruangan atau  tempat padd saal pecmertksaan  sedang
berlangsung dan memeriksa  identitas  orang dan atau
dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf

e



h Momolret sosoorames vame horlarian denean indak edama
Retnibuss oscrah

! Memangesil omne untukh didenear Keterangannva dan
dipenihsa sebaean tersaneka atau sakse

Menghenukan penvidikan:

Mclakukan tundakan lam vang periu unluk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dacrah menurul
Hukum vang dapat dipertanggung, pawabhan, i

7‘-' U

(3). Penyidikan schagamana  dimaksud  pada ayat (1) pasal
memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan menyampaikan
hastl penyidikan Kepada  penuntut umum,  scsuar dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Prdana.

BADB \NX
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 25

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang
mengenal pelaksanaannya akan dllu..lpkan lcbih lamul olch Kepala
Dacrah. o

[

i

Ny
3
-E.-|

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun int, maka Qanun Pemerintah Dacrah
Kabupaten Acch Sclatan dinyatakan tidak berlaku lagr.

Pasal 27

Qanun 1int mular berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya
sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan  Dacrah 11 dengan  pencempatannya dalam  Lembaran
Dacrah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di - Singkil
>ada Tangpal = 27 M ¢ 12002

.' , BUPATI ACEIN SINGKILL
Cap/ Dto

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

hng,kan Dalam l.cmbaran Dacrah l\nhupalu] Acch Singkil

Pada tanggal 1 Jul "()02 Scri B Nomor 3 Fahun 2002
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5. Koefisicn Status Bangunan

No | STATUS BANGUNAN [ KOUEFISHEN
? i
i
e e e S e i e e
P 1. l3.lllbl£LE_ll.lj_f:,_!_l__l_-l.,rlnldh A0 S 4 J,00° b
2. | Bangunan Swasta e, - )

6. Kocefisien Luas Bangunan

e S, L . e T L

i _

No | LUAS BANGUNAN 1 KOEFISIEN
,:..*-‘l_:;,_# 13: mbmr.m (lu:han llhh s_/d__ l()() \l et Dl T
"2 | Bangunan dengan luas ¥ 250 M- | 100 |

3. 1L[:B(JJJ,mmn dengan luas s/d S00 M™ | L2 an
4| Bangunan dengan luas /A 1.000M” | LSO

5. | Bangunan dengan luas diatas 1.000 | | 75 :_l
L B R — _

I

7. Koefisien Tingkat Bangunan

No TINGKAT BANGUNAN - KOEFISIEN
"1, | Bongunan Satu Lantai | 1,00 o
2. | Bangunan Dua Lantar - e
3. | Bangunan Tiga Lantar keatas | 0,50 )
Pasal 8

Kepala Dacrah dapat memberikan keringanan atau membebaskan
retribusi untuk bangunan yang berfungsi sostal.

BAB VIl
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Dacrah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3). Tata cara pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ditetapkan olch Kepala Daerah dengan berpedoman chdda
Keputusan Menteri Dalam Negeri.



1S Bangunan semi permanen adalah bangunan vang ditinjau dar
seet kontrukst dan umur bangunan dinyatakan S (lma) sunpm
denpan 1S (hima belas) tahoe

LG Thmpernnan temporoe aebalahe Tompaman cange Jitiga o

R
hontrukr dan mmae baneunan dinyatakan hovang dare v (hiayy
tahun o

17. Harga bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan
analisa yang telah diperiksa kebenarannya olch stanst teknis
yang ditunjuk olch Kepala Dacrah;

18. Jalan Protokol/Pertama adalah jalan dengan lebar badan jalan
tidak kurang dan 8 (delapan) meter;

19 Jalan Kolektor adalah jalan denpan Tebar hadan g :I i ok Kurange
dary 7 (tupuh) meter

20. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan Iv..hm badan |t1Lm
tidak kurang dan 3 (tiga) meter.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

D). Pembenan  lzin Mendimkan  Bangunan  dimaksudkan  untuk
O
pembilavaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kcgratan mendirikan bangunan olch Orang Pribadi atau Badan
Fukum,

(2). Tujuan pcmberian lzain Mendimkan Bangunan untuk mehindung
Kepentingan Umum.

(3). Mcmbert kewenangan  kepada  Pemermtah Dacrah  untuk

memungut retrtbust sebagar salah satu sumber Pendapatan Ash
Dacrah (PAD).

B AB Il
NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1). Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut
retribust bagr sctiap Orang Pribadi atauv Badan Hukum yang
mcnggunakan pelayanan dalam mendirikan bangunan.

(2). Subjck Retribust adalah Orang Pribadi atau Bad:i__n Fukum yang
dibenikan 1z Mendinkan Bangunan.

Objck Retribust adalah kgydmn pemberian I/m Mecndirikan
Bangunan kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum.
(-}). Retribust zin Mendirikan

Bangunan  digolongkan  Retribusi
Perizinan tertentu. . -



Dengan Persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEN SINGRIL

s tagh i

MEMUTUSKAN

QANUN  KABUPATEN  ACEN  SINGKIL  CPENTANG
RETRIBUSTIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 3

BADB 1
NETENTUAN UNMUM

Pasal |

Palam Qanun int yang dimaksud dengan :

L
2

it

3.
q.

o

10.

11.

[3.

14,

Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil; : >
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten Acch
Singkil;

Bupati adalah Bupati Acch Singkil;

Wajib Retribust adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribust diwajibkan
untuk- melakukan pembayaran Retnibust termasuk  Pemungut
Retribusi tertentu; _

Retribusi  adalah Pungutan Daerah sebagar pelayanan  atas
pemberian Izin Mendirtkan Bangunan untuk kepentingan Orang
Pribadi dan atau Badan Hukum;

Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara
langsung merupakan kelenpkapan dari bangunan peduny tersebut

tlillmn_[ml;l'. Ll o bl an
Noendicthan banpunan adalali pohcnaan mcnpadakan banguanan

scluruhnya  atau  scbagian  termasuk  pekerjaan mengeals,
menimbun  atau meratakan tanah yang berhubungan dc.m_an

pckerjaan mengadakan bangunan; _
Mcrubah bangunan adalah pekerjaan mcnggami dan atau

menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar
yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan
tersebot: | '
Nlecrobohlonon Taoangpranan :H'ilfllli vtk e Ly ntan bonnh
hagran ditemgpau dare sep Iunp 1t bangunan d.m atau hontruks, |
Garis sepadan adalah gans hayal yang ditarik pada jarak tertentu
scjajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan
batas antara bagian kapling atau pekarangan yang bolch dan yang

tidak boleh dibangun bangunan; |
Koefisien dasar bangunan adalah bllan'g_an pokok- atas

perbandingan antara luas lantai banguman dengan luas
kapling/pekarangan; oo el

Koefisien lantai bangunan adalah  bilangan pokok atas
pcrbandmg'm antara jumlah luas lantai teratas bangunan tersebut;
Koctisicn b'mg:,umn adalah tinggi bangunan diukur “dari
pcrmukaan tanah sampai dengan titik (cratas bangunan terscbut;

Bangunan permancn adalah bangunan yang ditinjau dart. scgi

kontrukst dan umur bangunan dmyamLan lebih dart 15 (hma

belas) tahun:
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Noclssen Nota Diowerah

L
¥
F

No HIRARKI KOTA/DAERAL KOEFISIEN |
* : i |
. | B:mum.m di Pusat Kot / B\ﬁ:?-_*”“_hlu;gmh_“i
f | Pusatl s

2. | Bangunan di ]Cn‘[.)dh Kota / BWK 4 0.65

Ml i _ : ke i

3. | Bangunan di Pinggiran / BWK 111 0,25 :

4. | Bangunan di Wilayah Kota / BWK 0.45

v ina e S | SRR Y.
Kocfisien Kelas Jalan

- . Tkt ET

No NELAS JALAN IEFISHEN o

l. | Bangunan Pinggir Jalan Protokol /| 1‘00 . |

| Utama Kota il
2| Bangunan Pinggir Jalan Kolektor |~ 070
3. | Bangunan Pinggir  Jalan  Antar | 0 50 )
Lingkungan wp B

4. | Bangunan Pinggir Jalan Lok..il R J
5. | Bangunan udal_\_‘d:tcl_uaqlan % ﬂ 0.30
Koefisien Guna Bangunan

No GENA BANGUNAN KOEFISIEN |

1. | B Ingunan Perd: lbdnbﬂn dan 0 50 |

| Pertokoan - i s e
2. | Bangunan Perindustrian | 070

3. Bangunan  Perumahan Lux diatas 0 50
| 200Mm° ek I .. S
L A li:“.‘E.‘.‘il:E!?_ _l}gl_c_:_g}_!_)_f_ggn m/ l\amor _ v S0
5. | Bangunan Umum 4 0,60
6. | Bangunan Pcndldll\an = 0,30 45

7. | Bangunan I\husus/ Gudan;__, dan 0.70

Pelataran F - i :
| 8. | Bangunan rumah Iunpm Linggeal 0,40
|| biasa dibawah 200 M* d e =
9. | Penginapan / I lou.l 1,20 -

10. Banbunan lain-lain / P‘:u.;u 920
Kocﬁsicn Kelas Bangunan

No KELAS BANGUNAN - KOEFISIEN
&3 , Hunl unan duunm dmdluy batu bata 100 =
| dengan kontruksi beton baja L O ST

2. | Permancn dulgan dmdmL bdlll{ 0.75

| biasa g5 el

3. Senu permmnen dc.n;:,an (lmdmh o 50 |
o 11apm_n$nh1:m.m RAPRTIECREINE | R

4. | Temporer (ILH}__, \n (lmdmg | 030

| papan/bambu dll. - st |




